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ABSTRAK

Pengasuhan dan pemeliharaan anak merupakan suatu perbuatan yang wajib
dilakukan oleh setiagp orang tua dan merupakan hak setiap anak yang bisa
menentukan baik buruknya tingkah laku anak tersebut. Hal itu telah dijelaskan
dalam pasal 45 Undang-undang Perkawinan begitu juga dalam hukum Islam
menegaskan bahwa menjaga keturunan merupakan salah satu tujuan syariat 1slam.

Putusnya perkawinan karena perceraian membawa akibat-akibat yang tidak
sedikit bagi pasangan suami istri yang bercerai tersebut. Salah satunya adalah
mengenai tanggung jawab orangtua terhadap anak-anak mereka pasca terjadinya
perceraian.

Penyusun dalam penelitiannya mengambil perkara permohonan cerai talak
di pengadilan Agama Kudus. Dalam kasus tersebut pihak termohon mengajukan
gugatan rekonpensi yang salah satunya adalah menuntut hak asuh anak hasil
perkawinannya. bagaimanakah pertimbangan hukum majlis hakim dalam
memutuskan perkara hadanah ini. Apakah dapat dipertanggung jawabkan secara
hukum Islam atau tidak. Hal tersebutlah yang menjadi pokok masalah dalam
penelitianini.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
kepustakaan (Library Research), Pendekatan penelitian yang digunakan penyusun
adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan yang menggunakan tolak ukur
norma agama yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis serta berdasarkan
kaidah-kaidah ushul figih dan pendapat para ulamayang diteliti.

Penelitian yang kami peroleh bahwa Majlis Hakim mendasarkan putusannya
pada Undang-undang yang ada dan kenyataan yang muncul dalam persidangan.
Pada akhirnya penyusun menyimpulkan bahwa penalaran hukum yang dilakukan
oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara ini telah sesuai dengan teori ushul
figh dan hukum positif.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab dan Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi
ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan

0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab ~ Nama Huruf Latin Keterangan
| Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< B& b be
< T& t te
< Sa’ $ es (dengan titik di atas)
d Jim ] je
d Ha’ h ha (dengan titik di bawah)
d Kha’ kh ka dan ha
3 Dal d de
3 zal V4 zet (dengan titik di atas)
J R&’ r er
J zai zZ zet
o sin S es
o syin sy es dan ye
ol sad S es (dengan titik di bawah)
ue dad d de (dengan titik di bawah)
b ta’ t te (dengan titik di bawah)
b 7&’ z zet (dengan titik di bawah)
' ‘ain ‘ koma terbalik di atas
¢ gain g ge

vi



- fa’ f ef
] qaf q qi
d kaf k ka
J 1am 1 ‘el
p mim m ‘em
O nin n ‘en
3 wawl w w
2 ha’ h ha
s hamzah ’ apostrof
¢ ya’ y ye
B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap
8 i ditulis Muta‘addidah
e ditulis ‘iddah
C. Ta’ marbutah di akhir kata
1. Bila dimatikan ditulis “h”
dasa ditulis Hikmah
e ditulis ‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah
terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya,
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu

terpisah, maka ditulis dengan “h”.

PARPN PR ditulis Karamah al-auliya’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan
dammabh ditulis t atau h.

Vil



i) 3185

ditulis

Zakah al-fitri

D. Vokal pendek

L Fatihah ditulis A
Jad - ditulis fa’ala
. kasrah ditulis 1
A - ditulis zukira
' Dammah ditulis u
Al - ditulis yazhabu
E. Vokal panjang
1 Fathah + alif ditulis a
Llala ditulis jahiliyyah
2 fathah + ya’ mati ditulis a
(o ditulis tansa
3 kasrah + ya’ mati ditulis i
S ditulis karim
4 dammah + wawu mati ditulis 0
Y3 ditulis furtd
F. Vokal rangkap
1 Fathah + ya’ mati ditulis ai
psiu ditulis bainakum
2 fathah + wawu mati ditulis au
Jé ditulis gaul

viil




G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisah dengan apostrof

weil

e.uﬂ
Sae

s ol

ditulis
ditulis
ditulis

A’antum
U‘iddat
La’in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf

‘617’

SlAY
ol

-

ditulis
ditulis

Al-Qur’an
Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf1 (el)

nya.
elawd) ditulis As-Sama’
ALl ditulis Asy-Syams

3. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut

penulisannya.
R Al g ditulis Zawi al-furtd
aaud dai ditulis Ahl as-Sunnah
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MOTTO

Sebaik-baik manusia adalah orang yang (bisa) memberikan manfaat kepada
sesama manusia.

Bukanlah kegantengan itu dengan pakaian yang menghias kita, sesungguhnya
kegantengan itu ialah kecantikan dengan ilmu dan kesopanan
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial (zoonpoliticoon), sehingga tidak
bisa hidup tanpa adanya manusia lainnya. Sejak lahir manusia telah
dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang lain. Naluri
untuk hidup bersama dengan orang lain mengakibatkan hasrat yang kuat
untuk hidup teratur.'

Bentuk bangunan terkecil dari masyarakat adalah keluarga, yang
merupakan sub sistem dari sistem sosial yang di dalamnya berlaku norma-
norma etika, moral, agama, dan hukum. Ia berinteraksi dengan sub sistem-sub
sistem lainnya yang mempengaruhi keluarga. Manusia tidak mengingkari arti
penting dari eksistensi keluarga sebagai unit terkecil dalam suatu kelompok
masyarakat, termasuk keberadaan hukum yang mengatur keluarga itu sendiri.
Sebuah keluarga terbentuk melalui hubungan perkawinan antara seorang pria

dengan seorang wanita sebagai suami isteri.

Ikatan perkawinan merupakan ikatan suci yang berdasarkan nilai-nilai
ketuhanan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.
Ikatan perkawinan bukan saja ikatan perdata tetapi ikatan lahir batin antara

seorang suami dengan seorang isteri. Perkawinan tidak lagi hanya sebagai

! Soejono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta:CV Rajawali,1982), him.9



hubungan jasmani tetapi juga merupakan hubungan batin. Pergeseran ini
mengesankan perkawinan selama ini hanya sebatas ikatan jasmani ternyata
juga mengandung aspek yang lebih subtantif dan berdimensi jangka panjang.
Ikatan yang didasarkan pada hubungan jasmani itu berdampak pada masa
yang pendek sedangkan ikatan lahir batin itu lebih jauh. Dimensi masa dalam
ini dieksplisitkan dengan tujuan sebuah perkawinan yakni untuk membangun
sebuah keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.?
Perkawinan juga dipandang sebagai sumnatullah dan merupakan
kebutuhan fitrah setiap manusia baik kebutuhan biologis maupun kebutuhan
sosial kemasyarakatan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an

Surat Ar-Ruum Ayat 21 yang artinya sebagai berikut:

b O A s 83 5e wSin Jra s el | i€l L5 31 Sl (ge SSIEIS e 45 g

30588 o Al Y il

Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syari’at Islam,
yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak islami, atas dasar
inilah hukum perkawinan ingin mewujudkan perkawinan di kalangan orang
muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak, sebab perkawinan

semacam inilah yang bisa diharapkan memiliki nilai transedental dan sakral

2 Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia,
(Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006), him. 46.

? Ar-Riim (30) : 21



untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syar’iat

Islam.*

Ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan menurut syari’at Islam
mengikat kepada setiap muslim, dan setiap muslim perlu menyadari bahwa di
dalam perkawinan terkandung nilai-nilai wubiidiyyah. lkatan perkawinan
diistilahkan dalam Al-Quran dengan “mitsdqan ghaliZza”, suatu ikatan yang
mengandung nilai ubudiyah, maka memperhatikan keabsahannya menjadi hal

yang menjadi sangat prinsipil.’

Perkawinan harus didasari dengan perencanaan yang matang serta
kesiapan lahir batin untuk menghadapi “dunia baru”, suatu kehidupan yang
belum pernah dirasakan oleh sepasang calon suami isteri. Keluarga bahagia
akan terbentuk apabila tidak terjadi kegoncangan-kegoncangan atau
pertengkaran sehingga menjadikan keluarga itu dapat berjalan dengan tenang
tanpa adanya goncangan yang berarti.

Suami dan istreri harus dapat memahami hak dan kewajibannya
sebagai upaya untuk membangun keluarga agar tetap harmonis. Kewajiban
tersebut harus dimaknai secara timbal balik, suami istreri harus bertanggung
jawab untuk saling memenuhi kebutuhan pasangannya untuk membangun

keluarga yang harmonis dan tentram.

* M. Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010),
hlm. 10.

3 Ibid, hlm. 11.



Dalam  perjalanan  hidupnya, manusia selalu menghadapi
permasalahan yang bermacam-macam. Permasalahan seringkali timbul dalam
kehidupan keluarga, sehingga dapat mengakibatkan ketidak harmonisan. Jika
terjadi perselisthan antara suami dan isteri terus menerus dan tidak ada
harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka ajaran islam
memberikan jalan keluar yaitu perceraian sebagai jalan akhir.

Perceraian merupakan suatu tindakan hukum yang dibenarkan oleh

agama dalam keadaan darurat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

GOl s i) U IS jai

Perceraian dalam istilah ahli fikih disebut talak atau firqah. Talak
berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Furqah berarti bercerai,
yang merupakan lawan dari berkumpul. Ketika melangsungkan perkawinan
tidak ada seorang pun yang mengharapkan akan mengalami perceraian, akan
tetapi dengan alasan—alasan tertentu menyebabkan perkawinan tidak dapat
diteruskan lagi sehingga terpaksa harus terjadi perceraian antara suami istri.
Untuk melakukan perceraian pihak yang ingin melakukan perceraian harus
mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan. Pasal 39 ayat (1) UU No.l Th
1974 menentukan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang
Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak

berhasil mendamaikan kedua belah pihak™. Jadi jika dalam sidang—sidang



pengadilan, hakim dapat mendamaikan kedua belah pihak yang akan bercerai
itu, maka perceraian tidak jadi dilakukan.®

Perceraian tidak lepas dari dampak negatif, lebih-lebih ketika
pernikahan telah menghasilkan anak. Anak merupakan pihak yang paling
dirugikan akibat perceraian kedua orang tuanya. Anak akan kehilangan kasih
sayang yang sangat dibutuhkan secara utuh dari kedua orang tua, di samping
itu nafkah dan pendidikan anak tersebut dapat terganggu.’

Kewajiban memberikan nafkah dan memelihara anak tidak gugur
dengan terjadinya perceraian. Pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian
dalam bahasa figih disebut dengan Aadanah. As-Sayyid Sabig® mengatakan
bahwa hadanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil
baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz,
tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan
kebaikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya,
mendidik jasmani, rohani dan akalnya agar mampu berdiri sendiri
menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.

Persoalannya jika terjadi perceraian, siapakah yang berhak untuk
memelihara anak mereka. Hal ini terkadang memicu terjadinya perebutan
anak tersebut, maka dalam Pasal 66 ayat (5) UU No. 7 Tahun 1989 yang

diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dijelaskan bahwa Permohonan soal

116.

¢ Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Cet. 3, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm.

" Sahal Mahfudh, Dialog dengan Kiai Sahal Mahfuah, him. 294.

8 As-Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, (Saudi Arabia : Dar al-Fatkh, 1999), I1: 436.



penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri
dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah
ikrar talak diucapkan. Undang-undang membenarkan menggabung dua gugat
pokok dalam suatu gugatan, dalam satu proses pemeriksaan yang sama serta
dituangkan dalam keputusan yang sama. Pada hakikatnya, posita gugat cerai
yang menjadi pokok perkara, sedangkan penguasaan anak, nafkah anak,
nafkah isteri, dan penyelesaian harta bersama menjadi bagian gugat assesor.

Ketika terjadinya perceraian yang juga tidak terlepas adalah
pertimbangan hakim dalam memutus hak asuh anak dengan putusan yang
paling adil bagi para pihak terutama bagi kepentingan anak tersebut.
Kemudian bagaimana jika dalam hal ini, putusan yang diambil oleh hakim
dalam menetapkan hak asuh anak benar-benar menggunakan penalaran yang
tetap didasarkan pada hukum Islam yang ada. Karena seperti yang kita ketahui
dengan adanya suatu pemikiran oleh para hakim maka masalah hak asuh anak
tidak akan mudah jatuh kepada orang yang sebenarnya kurang mampu dalam
hal mengasuh anak.

Kasus perceraian yang terdaftar di pengadilan agama kudus sangat
banyak, salah satu di antaranya yaitu kasus dalam putusan nomor:
0030/pdt.g/2011/pa.kds, dalam putusan ini terdapat persengketaan tentang hak
asuh anak yang diperebutkan antara suami dan istri.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk

mengadakan penelitian atau studi kasus yang lebih mendalam mengenai apa



dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan mengenai

hak hadanah isteri tersebut.

B. Pokok Masalah

Masalah yang diteliti dan dibahas dalam penelitian ini dapat penulis
rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memberikan
putusan mengenai hak hadanah isteri dalam putusan nomor:
0030/Pdt.G/2011/PA.Kds.?

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan
hakim dalam memberikan putusan mengenai hak hadanah isteri dalam

putusan nomor: 0030/Pdt.G/2011/PA.Kds.?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

Adanya suatu penelitian dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan
tertentu. Adapun tujuan dalam penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan
sebagai berikut:

1. Tujuan
a) Untuk menjelaskan bagaimana dasar-dasar pertimbangan hakim dalam
memberikan putusan mengenai hak hadhanah isteri dalam putusan

nomor: 0030/Pdt.G/2011/PA Kds.



b) Untuk menjelaskan tentang tinjauan Hukum Islam terhadap
pertimbangan hakim dalam memberikan putusan mengenai hak
hadhanah isteri dalam putusan nomor: 0030/Pdt.G/2011/PA.Kds.

2. Kegunaan
a) Sebagai sumbangan untuk menambah hazanah ilmu pengetahuan,
khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan hokum keluarga paada
khususnya.
b) Sebagai sarana untuk menyumbangkan pemikiran pada
masyarakat, khususnya mengenai hak-hak isteri yang dicerai

suami.

D. Telaah Pustaka

Sejauh ini dari pengamatan penyusun, memang sudah banyak karya tulis
yang membahas tentang hak asuh anak yang termuat dalam bentukbuku,
majalah, maupun skripsi, namun karena keterbatasan penyusun, maka dalam
hal ini hanya akan dijelaskan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian
ini, antara lain:

Mahyudin Ismail dalam skripsi beijudul Hak Asuh Anak Akibat
Perceraian (study Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif) mengupas
peibandingan hukum Islam dan hukum Positif. Perbedaan antara hukum Islam
dan hukum positif dalam memandang hak asuh anak. dimana menurut
pandangan hukum Islam Bahwa prinsip-prinsip pemeliharaan anak (/adanah)
merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri. Apabila terjadi

perceraian di antara kedua orangtua maka ibu lebih berhak untuk



mengasuhnya. Dalam hukum Positif (Undang-undang perlindungan anak dan
KUHPerdata) dijelaskan bahawa pada dasamya setiap anak berhak diasuh dan
dipelihara oleh orangtuanya sendiri. kecuah ada alasan yang menunjukkan
pemisahan atau pengalihan pengasuhan dan pemeliharaan itu kepada pihak lain
adalah denn kepentingan yang terbaik bagi anak kendati dalam UU.
Perlindungan anak tidak menentukan secara rinci tentang syarat-syarat orang
yang dapat melakukan pengasuhan anak Svarat-syarat orang yang dapat
melakukan pengasuhan anak tercemiin dalam pernyataan 'Demi kepentingan
terbaik bagi anak adalah hal yang utama dan harus didahulukan dalam setiap
upaya pengasuhan dan pemeliharaan anak".’

Moh. Sitta Faturrohman dalam skripsinya yang berjudul Hak Asuh Anak
Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Setelah Terjadinya Perceraian antara
Suami dan Isteri. kajian skripsi ini lebih menghususkan pada perbandingan
hukum Islam dan Hukum Adat. Pandangan hukum Islarn dalam menangani
pengasuhan anak yaitu dengan melihat anak tersebut dekat dengan siapa, dan
apabila anak itu sudah dewasa. anak mempunyai kebebasan untuk memilih
kepada siapa anak itu akan ikut dan apabila anak tersebut belum mumayyiz,
maka ibunyalah yang akan diutamakan untuk mengasuh dan mendidiknya

sampai dia dewasa. Dalam pandangan hukum adat. masalah pengasuhan anak

? Muhyiddin Ismail, “Hak Asuh Anak Akibat Perceraian” (Study Komparasi HukumlIslam
dan Hukum Positif) Skripsi diajukan kepada jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2011
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ditentukan berdasarkan sistem kekerabatannya. '’

Asy’ari  Hasan dalam skripsinya yang berjudul Persengketaan
Pemeliharaan Anak Antara Suami Dan Isteri (Study Analisis Pendapat
Hanabillah) dalam skripsi tersebut penyusun lebih mengkhususkan kepada
persoalan sengketa kewenangan pemeliharaan anak berdasarkan pendapat mazhab
Hanbali yaitu: Pertama bahwa dasar Hanabilah dalam menetapkan orang yang
palrng beriiak terhadap pengasuhan anal: yang belum mumayyiz jika teijadi
perceraian adalah Ibu dan jika ibu tidak ada hanabilah mendahulukan keluarga
pihak ibu dari pada pihak bapak yang untuk selanjutnya melakukan pemeliharaan
Hanabilah menisbatkannya kepada hadis Nabi SAW riwayat al-Bukhari. Kedua
yaitu dasar hanabilah dalam menetapkan kesamaan jangka waktu pengasuhan ibu
terhadap anak laki-laki atau peremptian adalah dengan menggqiyaskannya kepada
hadis Nabi SAW tentang salat yang diriwayatkan oleh Muslim. Ketiga yaitu
adapun ketetapan hanabilah tentang perbedaan status khiyar anak laki-laki dan
perempuan berpijak pada hadis nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan hadis
riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah dan menggunakan qiyas terhadap hadis
fi'liyah nabi yang menikahi ‘Aisyah pada urnur tujuh tahun.''

Skripsi saudara Huda Mukhlis yang berjudul hak pengasuhan anak
(hadanah) perspektif wahbah az-zuhaili, dalam skripsinya ini peneliti meneliti

tentang hak hadanah anak menurut pendapat wahbah az-zuhaili dalam kitabnya

' Moh. Sitta Faturrohman. “Hak Asuh Anak Antara Hukum Islam dan Hukum Adat
Setelah Terjadinya Perceraian Antara Suami dan Isteri” Skripsi diajukan kepada jurusan Al-
Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2009.

"' Asy’ari Hasan, “Persengketaan Pemeliharaan Anak Antara Suami dan Isteri” (Study
Analisis Pendapat Hanabillah). Skripsi diajukan kepada jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2002



11

yang berjudul a/l-Figh al-Islami wa Adillatuh diterangkan bahwa hak asuh anak
(hadanaf) bagi ibu yang menikah lagi menjadi gugur yaitu karena
mempertimbangkan faktor psikologi anak. Anak dianggap menjadi korban
pertikaian rumah tangga sehingga Wahbah az-Zuhaili memberi catatan yang
mengacu pada perhatian hak anak sebab tidak ada istilah gugurnya hak bagi anak,
ketika terjadinya perceraian antara orang tuanya yang sudah putus hubungan
secara hak dan kewajibannya namun hak dan kewajiban terhadap anak tetaplah
tidak putus. Dalam Permasalahan hak anak di wilayah agama/aqidah merupakan
hak anak yang pertama kali didapatkan dari orang tuanya ketika anak lahir, akan
tetapi jika dihadapkan pada permasalahan aqidah yang pengasuhnya berpindah
agama maka anak berhak mendapatkan perlindungan hukum yang tegas agar hak
beragamanya tidak terampas.'*

Selain skripsi-skripsi di atas penyusun juga menemukan buku-buku yang
mengulas dan mengupas permasalah hak asuh anak Hilman Hadi kusuma
dalam bukunya Hukum Perkawinan Indonesia menurut Pandangan Hukum
Adat dan Hukum Agama, membahas tentang kekuasaan orang tua dengan tiga
perspektif yaitu perundang-undangan. hukum adat. dan hukum agama. Abdul
Kadir Muhammad dalam bukunya Hukum Perdata Indonesia, mencoba
memberikan penjelasan secara rinci tentang ketentuan pasal-pasal dalam UU
perkawinan termasuk di dalamnya tentang kuasa asuh. menurutnya kekuasaan

orang tua dan wah adalah sarna, ketika kuasa asuh. menurutnya kekuasaan

'> Huda Mukhlis, “hak pengasuhan anak (hadanah) perspektif wahbah az-zuhaili’.
Skripsi diajukan kepada jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta. 2011
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orang tua dan wah adalah sama, ketika kuasa asuh orang tua dialihkan kepada
wah secara otomatis wall tersebut memiliki tanggung jawab yang sama seperti
orang tua."

Berdasarkan telaah pustaka terhadap karya-karya diatas maka sejauh
pengetahuan penyusun belum ada yang pernah meneliti topik yang penyusun

angkat.

E. Kerangka Teoritik

Perkawinan merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai
suami dan istri guna membina kehidupan bersama. Dalam Pasal 1 Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dijelaskan bahwa pengertian
perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan
bahagia, namun dalam perkawinan terkadang terdapat hal-hal yang dapat
mengakibatkan terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan atau keluar dari
tujuan perkawinan itu sendiri. Hal-hal tersebut akan mengakibatkan ketidak
cocokan antara kedua belah pihak yang membuat mereka merasa hubungan
suami istri tidak dapat dilanjutkan lagi, sehingga dengan keadaan tersebut

dapat menyebabkan terjadinya perceraian.

" Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, cet. Ke-2 (Bandung: PT Citra
Aditya Bakti, 199), him. 100
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Putusnya perkawinan karena perceraian ini dapat menimbulkan akibat

hukum yang dapat mempengaruhi hak dan kewajiban antara bekas suami atau

bekas istri, orang tua dan anak, serta hak dan kewajiban tentang harta benda

bersama dalam perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa akibat dari putusnya perkawinan adalah

sebagai berikut:

1.

Akibat Hukum Terhadap Anak

Dalam Pasal 41 huruf (a) dijelaskan bahwa bapak atau ibu tetap
berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata hanya
berdasarkan kepentingan anak. Apabila terjadi perselisihan, hak asuh atas
anak diputuskan oleh pengadilan. Pasal 41 huruf (b) bahwa yang
bertanggung jwab terhadap biaya perawatan dan pendidikan anak adalah
bapak, tapi apabila dalam keadaan bapak tidak dapat memenuhi maka
pengadilan akan memutuskan bahwa ibu juga ikut bertanggung jawab atas
biaya tersebut.

Akibat Hukum Terhadap Bekas Suami

Dalam Pasal 41 huruf (c) dijelaskan bahwa pengadilan dapat mewajibkan
kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan juga
menentukan suatu kewajiban kepada bekas istri. Apabila kewajiban
kewajiban-kewajiban suami tersebut tidak dipenuhi, maka bekas istri berhak

mengadukannya kepada hakim di Pengadilan Agama.

. Akibat Hukum Terhadap Harta Bersama

Dalam Pasal 37 dijelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena
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perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing. Yang
dimaksud dengan hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum
adat, dan hukum lainnya. Mengenai akibat hukum yang menyangkut harta
bersama ini undang-undang menyerahkan pada pihak yang bercerai
tentang hukuman dan hukum apa yang berlaku, jika tidak ada kesepakatan
maka hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang
sewajarnya. Apabila kewajiban suami tersebut tidak dipenuhi, maka bekas
istri berhak mengadukannya kepada hakim di Pengadilan Agama.'*

Dalam hukum positif di Indonesia, masalah perceraian diatur dalam
undang-undang maupun KHI. Guna mencapai ketertiban hukum dalam negara
maka kewenangan masalah perceraian diserahkan kepada pengadilan agama.
Perceraian yang memiliki kekuatan hukum adalah perceraian yang dilakukan
dihadapan pengadilan. Dalam masalah perceraian, hakim memiliki peran yang
penting dalam menyelesaikan perkara perceraian. Dalam mempertimbangkan
sebuah kasus perceraian, seorang hakim di pengadilan agama tentu
berlandaskan pada sumber-sumber pokok hukum Islam.

Permasalahan yang sering timbul akibat terjadinya perceraian, antara
lain adalah pemeliharaan anak atau hak hadanah. Kewajiban pemeliharaan
anak atau anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau
yang sudah besar tapi belum mumayyis, tentu bukan tanggung jawab yang
mudah. Dalam mendidik jasmani, rohani, dan akal anak agar mampu berdiri

sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggungjawab hukumnya adalah

189

4 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia.,(Bandung: Mandar Maju, 1990) hlm.
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wajib. Sebab mengabaikan hal-hal tersebut berarti mengarahkan anak-anak
kecil kepada bahaya kebinasaan.

Konsep pemeliharaan anak dalam islam dikenal dengan istilah hadanah.
Hadanah merupakan salah satu hak anak yang wajib dipenuhi. Seorang anak
berhak mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan sehingga anak dapat
tumbuh dan berkembang. Hak mengasuh anak yang belum dewasa
diprioritaskan kepada ibunya setelah terjadi perceraian. Para ulama sepakat
bahwa seorang ibu lebih berhak melakukan pemeliharaan anak dengan alasan
seorang ibu lebih memiliki kasih sayang, kesabaran yang lebih besar terhadap

anak. "

Lile dile Lgale 5 laally Galil) laa s 15U aSilal 5 aSidil) 68 1 gl cpdll Lol

16005 a5 Lai slaiy 5 o yalle di) () summs¥ Slad

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang tua diperintahkan oleh Allah
SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar
seluruh anggota keluarganya itu melakukan perintah dan menjauhi larangan-
larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab XIV pasal 105 dan 106 mengatur
tentang kewajiban pemeliharaan anak dan harta, KHI menjelaskan bahwa jika

terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum

'’ As-Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, alih bahasa Moh. Nabhan Husain, cet. ke-I, (Bandung:
PT al-Ma’arif, 1978),VIIIL: 175

'® At-Tahrim (66):6
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mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun adalah hak ibunya, jika sudah

mumayyiz maka anak tersebut disuruh memilih siapa diantara ayah atau ibunya

yang memegang hak pemeliharaannya.

Undang-undang perkawinan sampai saat ini belum mengatur secara
khusus tentang pengasuhan anak, akan tetapi secara global sebenarnya undang-
undang perkawinan telah memberi aturan pemeliharaan anak tersebut yang
dirangkai akibat putusnya perkawinan. Dalam pasal 41 Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dinyatakan: Apabila perkawinan putus
karena perceraian,maka akan timbul akibat hukum sebagai berikut:

a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya,
semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan
mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan keputusannya;

b) Bapak bertanggungjawab atas semuanya biaya pemeliharaan dan pendidikan
yang diperlukan anak. Akan tetapi bila bapak dalam kenyataannya tidak bisa
memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut
memikul biaya tersebut;

¢) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya

penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bekas isteri.

. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun membahas skripsi ini menggunakan

rangkaian metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian
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Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah termasuk
jenis penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian dengan
cara mengkaji dan menelaahdata yang berasal dari putusan Pengadilan
Agama Kudus, buku-buku, artikel dan lain-lain yang berkaitan dengan
masalah yang penyusun angkat sebagai judul skripsi. Disempurnakan juga
dengan proses wawancara denganhakim yang bersangkutan dalam memutus
perkara yang dilakukan di Pengadilan Agama Kudus guna memperoleh data

yang berhubungan dengan topik yang dimaksud dalam penelitian ini.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yaitu suatu penelitian
yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah, keadaan dan peristiwa
sebagaimana adanya sehingga bersifat faktual,'” dengan memaparkan atau
mendeskripsikan penerapan serta pandangan hakim pengadilan Agama
Kabupaten Kudus terhadap putusan mengenai hak hadhanah dalam putusan
nomor: 0030/Pdt.G/2011/PA.Kds, kemudian menganalisa penerapan serta

pandangan hakim dalam putusan tersebut.
3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang menggunakan tolak ukur

norma agama yang bersumber pada Al-Qur’an dan Hadis serta

'" Hadari Nawawi, Metode Penelitian Sosial (Yogyakarta : Gajah Mada University Press,
1993), him. 31.
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berdasarkan kaidah-kaidah ushul figh dan pendapat para ulama yang
diteliti.

b. Pedekatan yuridis, pendekatan masalah dengan mendasarkan pada semua
aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang mengatur
permasalahan perkawinan, perceraian khususnya mengenai hak asuh

anak, serta aturan beracara di lembaga Pengadilan Agama.

4. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam
penelitian, karena tujuan utama dan penelitian adalah mendapatkan data.'®
Kualitas data ditentukan oleh kualitas alat pengambil data atau alat
pengukurnya. Kalau alat pengambil data atau alat pengukurnya. Kalau alat
pengambil datanya eukup realibel dan valid,’’ maka datanya juga akan
cukup reliabel dan valid. Pada penelitian ini, metode pengumpulan data
yang digunakan oleh peneliti di antaranya adalah dokumentasi, wawaneara
(interview).

a. Dokumentasi
Dokumentasi xnentpakan salah satu alat yang digunakan untuk
mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Dokumen adalah catatan

tertulis yang isinya merupakan pernyataan tertulis yang disusun oleh

'8 Sugiyono Metode Penelitian Kuantitayif Kualitatif dan R&D., (Bandung: Alfabeta.
2008), hlm. 224,

' Sumadi Suryabrata. Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005),
hlm. 38.
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lembaga yang bersangkutan.”’ Data yang digunakan peneliti untuk
mengkaji penelitian ini yaitu berupa data-data atau berkas-berkas
dokumen yang berupa surat putusan dari Pengadilan Agama Kudus
mengenai per kara hadanah dalam perkara perceraian. Agar data yang
valid dapat diperoleh, peneliti harus mempertimbangkan beberapa hal.
Diantaranya adalah harus menentukan data apa yang harus die an.
dimana bahan tersebut dapat ditemukan dan langkah apa saja yang akan
ditempuh untuk memperoleh datanya.
b. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh
keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu yaitu untuk
mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia seita pendapat-
pendapat mereka.”! Wawancara yang dilakukan penehti dalam hal ini

adalah wawancara kepada salah satu hakim Pengadilan Agama Kudus.

5. Analisis data

Analisis data ini bersifat kualitatif, artinya penyusun lebih
mempertajam analisis dengan memahami kualitas dari data yang diperoleh.
Pola yang digunakan adalah pola pikir induktif dan deduktif. Induktif,

adalah pola berfikir bersumber pada fakta-fakta yang bersifat khusus

20 Sedarmayanti, Metodologi Penelitian, (Bandung: Mandar Maju, 2004), him. 4
?! Burhanuddin Ashhofa, Metode Ppenelitian Hukum, (Jakarta: PT. RinekaCipta, 2004),
hlm. 95.
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kemudian ditarik ke umum. Deduktif sebaliknya, adalah pola pikir yang

bersumber dari fakta-fakta yang bersifat umum ditarik ke khusus.*

G. Sistematika Pembahasan.

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menetapkan sistematika
penulisan yang terdiri dari lima bab. Pada setiap bab terbagi menjadi beberapa
sub-bab yang merupakan penjabaran dari masing-masing bab tersebut.

Bab pertama adalah pendahuluan. Dalam bab pertama ini penyusun
memaparkan latar belakang masalah yang merupakan awal penelitian ini,
kemudian pokok masalah yang muncul dari latar belakang masalah yang
dijadikan bahasan pokok masalah dalam penelitian ini, dilanjutkan dengan
tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Telaah pustaka, untuk menjelaskan
penelitian yang pernah ada dan sejenis dengan permasalahan yang dikaji.
Kerangka teoritik, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika
pembahasan, agar pembahasan yang dilakukan menjadi terarah dan sistematis.

Bab kedua, penyusun berusaha memaparkan mengenai gambaran
umum tentang Perceraian, hak asuh anak dalam perspektif Islam. Yang
nantinya akan digunakan penelitisebagai bahan perbandingan dari hasil
penelitian ini.kajian teori ini akan disesuaikan dengan permasalah yg akan
diteliti agar nantinya dapat digunakan sebagai alat analisis untuk menjelaskan
data yang diperoleh. Penempatan bab ini adalah penting karena bab ini menjadi

landasan teori dalam penelitian ini.

** Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Perkara Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),
hlm. 41.
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Bab ketiga mendeskripsikan tentang data putusan hakim pengadilan
Agama Kudus mengenai hak hadhanah dalam putusan nomor:
0030/Pdt.G/2011/PA.Kds. serta bagaimana pertimbangan hukumnya.

Bab keempat, merupakan inti penelitian berisi tentang paparan data dan
analisis pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara mengenai hak
hadhanah dalam kasus perceraian di pengadilan Agama Kudus putusan nomor:
0030/Pdt.G/2011/PA.Kds secara normatif maupun yurudis.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari
hasil penelitian yang telah dilakukan dan merupakan jawaban terhadap pokok
masalah yang diajukan. Juaga berisi saran-saran yang diberikan berdasarkan
hasil pembacaan terhadap masalah yang tengah dibahas, sebagai salah satu

sumbangsih yang diberikan penyusun bagi permasalahan yang ada.






BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah memaparkan pembahasan diatas tentang putusan Pengadilan Agama

kudus Nomor: 0030/Pdt.G/2011/PA .Kds, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan Nomor: 0030/Pdt.G/2011/PA.Kds berawa dari permohonan ceral
talak yang digjukan oleh suami,namun dalam persidangan pihak istri
mengajukan gugatan rekonpensi atas hak asuh anak-anaknya, ternyata telah
sesuai dengan Hukum Acara Perdata. Secara garis besar dalam prosesnya
melalui beberapa tahap yaitu, tahap penerimaan perkara, tahap pemeriksaan
hingga pembuktian dan tahap pelaksanaan putusan.

2. Pertimbangan hukum yang digunakan Majelis hakim dalam memutus perkara
Nomor 0030/Pdt.G/2011/PA .Kds. tentang hak hadhanah bagi anak yang
belum mumayiz, adalah dengan dasar Pasal 105 huruf a dan ¢ kompilas
hukum Islam dan Pasal 105 huruf a dan ¢ kompilasi hukum Islam yang
menyatakan bahwa anak yang belum mumayiz berhak mendapat /adanah
dari ibunya, kecuali ibunya meninggl dunia, dapat dipindahkan kepada
pihak lain. Hal ini telah selaras dengan kemaslahatan yang dikehendaki

dalam tujuan hukum Islam.

B. Saran-saran

Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang tidak ada daya dan kekuatan

kecuali dari-Nya, hanya karena Anugerah dan Pertolongan-Nyalah penulis dapat
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mengatas segala hambatan dan rintangan yang mengusik selama proses
penyelesaian karya ilmiah ini hingga pada akhirnya penulis dapat berhasil
menyelesaikannya.

Seluruh kemampuan dan usaha telah penulis coba demi sebuah hasil
yang baik dan maksimal, akan tetapi kami sadari dan akui akan keterbatasan
pengetahuan, kemampuan serta pengalaman yang ada dalam diri kami, dari
itulah penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan
skripsi ini.

Kepada semua pihak yang turut membantu baik langsung maupun tidak
langsung hingga kami berhasil menyelesaikan skripsi ini, dengan segaa
kemurahan hati penulis haturkan terima kasih, seiring do’a semoha Allah SWT,
memberikan balasan yang lebih baik.

Akhirnya dengan mengharap Ridla dan Kemurahan-Nya semoga skrips

ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun pembaca pada umumnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur’an dan Tafsir

Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, Semarang: Karya
Toha Putra, 1996.

B. Kelompok Hadist

Sukandi, Muh. Syarif, Bulug al-Maram, HR Ahmad dan Abu Dawud al-
Baihagi dan hadis telah disahehkan Hakim dari Abu Hurairah RA

Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Beirut: Dar a-Fikr, 1994, M/1414 H
C. Kelompok Figih

Arto, A. Mukti, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet. V,
Y ogyakarta: Pustaka Pelgjar, 2004.

Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: Fakultas
Hukum Ul1, 1990.

Yafie, Ali, Theologi Sosial Telaah Kritis terhadap Persoalan Agama dan
Kemanusiaan, Y ogyakarta: LKPSM, 1997.

Nuruddin, Amir dan Tarigan Azhari Akmal, Hukum Perdata Islam di
Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Hamzah, Andi, Kamus Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Kansil, C.S.T., Pengantar IImu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta:
Bala Pustaka, 1989.

Abdoel, Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Rgjawali Pers, 2005.

Mujahidin, Ahmad, Pembaharuan Hukum Acara Perdata, Jakarta: Ikatan
Hakim Indonesia (IKAHI). 2008.

Mannan Abd, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan
Agama, Jakarta: Y ayasan Al-Hikmah. 2000.

Jamal, Ibrahim Muhammad Al, Figh Muslimah (Ibadah Mu’amalah) alih
bahasa

Dahlan, Idham,Asas-asas Fikih Munakahat Hukum Keluarga Islam
Surabaya: at-Tagjariyah, 1979.

86



Nur, Jamman, Figh Munakahat, semarang: DIMAS, 1993.

Mukhtar, Kamal. Asas-asas Hukum Islam Perkawinan, Kama Mukhtar.
Asas-asas Hukum Islam Perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Sabiq, Sayyid, Figih Sunnah, alih bahasa Moh. Nabhan Husain, cet. Ke-l,
Bandung: PT a-Ma arif, 1978.

M. Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka
Pelgjar, 2010

Mugniyyah, Muhammad Jawad, a/-AAwal as-Syahsiyyah, Dar Al-limi Al-
Malayiyyah, Bairut.

Mughniyah, Fikih Lima Madzhab, alih bahasa Masykur A.B, Afif
Muhammad, |drus al-kaff, Jakarta: Lentera Basritama, 2000.

Anwar, Moch, et al, Terjemahan Fathul Mu'in, Bandung : Sinar baru Al
Gensindo, 3 jilid.

Yayasan al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Pengadilan Agama
Islam Departemen Agama, Yurisprudensi (PA) dan Analisa, Jakarta:

Yayasan a-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Pengadilan
Agama Islam Departemen Agama, 1995.

Abbas Ziyad, Figih Wanita Islam, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994.
Daradjat Zakiah, llmu Figh : Dana Bhakti Wakaf, 2005.

. KELOMPOK LAIN-LAIN

Soekanto, Sogjono, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakartaa CV Rajawali,
1982.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia
Jakarta. Balai Pustaka, 1989.

Nawawi, Hadari, Metode Penelitian Sosial, Yogyakarta : Gaah Mada
University Press, 1993.

Shodik, Mochammad, (edt.), Telaah Ulang Wacana Seksualitas, Y ogyakarta:
PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI dan McGill-11SEP-CIDA, 2004.

Usman, Sabian, Dasar-Dasar Sosilogi Hukum Makna Dialog Antara Hukum
dan Masyarakat, Y ogyakarta: Pustaka Pelgjar, 2009.

87



Azwar, Saifuddin, Metode Penelitian, cet. ke-2 Y ogyakarta : Pustaka Pelgjar,
1999.

Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
Lubis, Suhrawadi K., Eetika Profesi Hukum, Jakarta: Sinar Grfika, 1997.

Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Y ogyakarta:
Librty, 1988.

Ulama, Besar Universitas al-Azhar, Mengasuh Anak Menurut Ajaran Islam,
Alih Bahasa Penerbit Aras Pustaka, Jakarta: Aras Pustaka, 2000.

Harahap, Yahya, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama,
Jakarta : Garuda Metropolitan, 1990.

88



Lampiran |
Terjemah teks Arab

BAB I

No | HIm

Fn

BAB |

1 |2

3

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya
kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-
Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada
yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum
yang berfikir.

Perkara halal yang dibenci Allah adalah talak

14

Ha orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah
manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar,
keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa
yang diperintahkan.

BAB I

No Hlm

Fn

BAB |1

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati
akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang
maruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang maruf
(pulg). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi
kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya
mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah
berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan
hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah
padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu
Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi
pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu.
dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya
Allah Maha mengetahui segal a sesuatu.

2 20

Ha Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka
hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat
(menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu
iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah
kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah




mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan
perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka
Sesungguhnya Diatelah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.
kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah
itu sesuatu hal yang baru.

20

Dari sahabat Umar R.A sesungguhnya Nabi telah bersabda:
Perkara halal yang dibenci Allah adalah talak

30

13

9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang
seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang
lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesegahteraan) mereka.
oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan
hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.

31

15

Semua orang yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan suci
kecuali oleh orang tuanya dijadikan yahudi, nasrani atau
majusi

35

22

seseorang wanita berkata: Wahai Rasulullah, sesunggunhya
anak saya ini perutku adalah kantongnya, pangkuanku adalah
tempat duduknya, dan susuku adalah tempat minumnya, maka
setelah mendengar aduan itu, kemudian Nabi Muhammad
SAW bersabda’ : engkaulah yang lebih berhak menjaga anak
itu selama engkau belum kawin dengan yang lain.

35

23

Ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku hendak pergi membawa
anakku, padahal dia telah memberi manfaat bagi saya, sudah
dapat mengambil air minum untuk saya dari sumur Abu
Inabah. Setelah suaminya datang lalu nabi SAW bersabda
kepada anak itu: Wahai anak, ini ibu dan ini ayahmu,
peganglah tangan yang mana di antara keduanya yang kamu
sukal, lalu anak itu memegang tangan ibunya dan wanita itu
pergi bersama anaknya.

BAB IV

No

Hlm

Fn

BAB IV

Ha orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah
manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar,
keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa
yang diperintahkan.

seseorang wanita berkatae Waha Rasulullah, sesunggunhya
anak saya ini perutku adalah kantongnya, pangkuanku adalah
tempat duduknya, dan susuku adalah tempat minumnya, maka
setelah mendengar aduan itu, kemudian Nabi Muhammad SAW




bersabda’ : engkaulah yang lebih berhak menjaga anak itu
selama engkau belum kawin dengan yang lain.

al-Bayyinah (beban bukti) menjadi tanggungjawab pendakwa,
sementara al Yamin dikenakan ke atas mereka yang
mengingkarinya

Barangsigpa memutuskan hubungan antara anak dan orang
tuanya, maka Allah akan memisahkan orang tersebut dengan
orang-orang yang dia sayangi kelak pada hari kiamat.
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